Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MAGELANG,

a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat |l
Magelang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retnbusi Parkir di

Tepr Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2002

sudah tidallg sesual lagi dengan situasi dan perkembangan
perekonomian saat ini sehingga perlu ditinjau kembali ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retnbusi Parkir di Tepi Jalan Umum,

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 3209).

3 Undang-Undang Nomof 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas

biikk Iindonesia
{an Jaian (Lembaran Negara Repu
?:ll;u::n g‘ii(;'?j? Nomor 49, Tambanhan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomof 3480),

Pajak
Nomor 18 Tahun 1397 tentang
4 Undang-Undang

: ' rah L embaran Ne-gara REDUbIIk
'dar}aiit:b;]?g??asﬂmag 41 Tambahan Lembaran
e H ' donesia Nomor 3'685} sebagaimana telah
IljJrw:i:.n."tg,'—Unc!amg Nomor 34 Tahun 2000
Republik indonesia Tahun‘ZGDG Numgr
Negara Republik Indonesia

5 Undang- .
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> Undang Undg

Neqgara { ernb?r:::u

17 Tahun

Nomor 47 Negarg 2003 tertang Keuangan
+ 1ambg tepublik |10 - -
Nomor 1286 ) han Lﬂ-fﬂharan Hegar:n;‘ --Ar:mlf:u;n zun:;
Epubi naones!

ang  No
il raan Negr:f: 1 Tahun 2004 tentang
onesia Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

Negara Re Nomor 5
*Ppublik | 2, Tambahan Lembaran
'm‘ .'EF;-IH N{'}m 4355 ]

8 Und‘a“’g'Undang Moice 1

Pemenksaan Tahun 2004 tentang

Pengelolaan dan T
N n Tanggungawab Keuangan
egara ': Lemmran Ne’gafﬂ REiJUbllk Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan |
N ' embaran Negara Republik Indonesia
omor 4400). n ara R ik |

9. U"dE"Q'U"dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Penggant
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomof

45438)

38 Tahun 2004 tentang Jalan
lik Indonesia Tahun 2004 Nomof

Negara Republik Indonesia

10. Undang-Undang Nomof
( Lembaran Negara Repub
132. Tambahan Lembaran
Nomor 4444 ),

eratu | Nomor 43 Tahun 1993 tentang
il < i Pemmhumas Jalan ( Lembaran Negara

Prosant €0 L"E“uTahun 1993 Nomor 63, Tambahan

ik Indonesia _ |
Sjmpubzl:;n Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ).

58 Tahun 2005 tentang
{ embaran Negara Republk
140, Tambahan Lembaran

A578),

pemenintah Nomof

n Keuangal Daerah |
ndonesia Tahun 2005 Nﬂﬁfmor

14 Peraturan ..

.
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Emeyr

P . Aimah )

r}""‘“"}ﬂn Urusan ::Iﬁrnrlr 38 Tahun 2007 tentang
Cmenmahan Daery) ‘"mﬂﬂntﬂh Antara  Pemenntah,

Kﬂt“‘ﬁ:ltnn / Kota { 1 . oving: dan Pemenmntahan [.lnrvl,::h

Tahun 2007 “Mbaran Negara Republik Indonesia

Nomoe g-
B :
Republik Indones,;, N”Wﬂ;.ﬂl::;n:m}mn e Negaa

yenetapkan ::ERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
TRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
palam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .
s Daerah adalah Kota Magelang

» Pemenntah Daerah adalah Walkota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemenntahan daerah.

3 Walikota adalah Walikota Magelang.
4 Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Magelang.

5 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliput segala pagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan periengkapannya yang diperuntukkan
bagi lalu Intas. yang berada pada perrnukaa_n lanah_rdl alas permukaan
tanah. di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air

kecuali jalan kereta api, jalan lon dan jalan kabel

m adalah bagian bahu jalan yang umum yang layak

o -
o il kendaraan bermotor.

dipergunakan untuk berhent

enda beroda dua atau lebih beserta
bermotor adalah semua kendaraan |
" o l:;rt digunakan di semua jenis jalan darat. dan digerakkan
tg:gldepefangar rgf: gekrgk berupa motor alau peralatan lainnya yang bZﬁUZ?:;
untuk meﬂagubah suatu sumber daya enefgl tertentu menjad tenaga g

- berat dan alat-
kutan, termasuk alat-alat
kendaraan bermotor yang bersang
alat besar yang bergerak.

8. Parkir adalah keadaan tidak
sementara.

bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

lan Umum yang selanjutnya disebut tempat parkir
n

9. Tempat Parkir di Tept Jalan U= M tertentu sebagai tempat parkir
di tepi jalan umu
adalah tempat yang berada

k - N iben s mengatur penempatan
10. Petugas Parkir adalah seseor ang yang diben _tuga

- ' memun
kendaraan yang diparkir a1 11. Karcis
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daeran dan / atau retnbys,
1’3"'9 berlaku Sesua, der“_;a" peraturan dihldang perpajakan

(3 Retnbus! Daerah yang selan
al pembayaran atag

' ata _
gisediakan atau dibenkan o U pemberian i»: .
onbadi atau badan leh Pemerintan oo 2" tertenty yang khusus
aerah untuk kepentingan orang

bust Jasa Um
. ciiﬂkan oleh P:::enaf;:h Daer ! atas jasa yang disediakan 2atau
faatan um ah  untuk  tyuan k dan
keman umum sena dapat dinikmati oleh ﬂrangl pﬂ!::nadi Ealp:E Tag;ann

1E.Retﬂtu.tsi Pa_rktr adalah pembayara ,
~arkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemenrton berah -

17 Retnbusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah - Gl —
tempat parkir di tepi jalan umum pembayaran penggu

18 Wajib Retribusi adalah orang pnbadi atau badan yang menurut peraturan
dang-undangan retnbusi dwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, fermasuk pemungut atau pemotong retnbusi tertentu

19 Kas Umuim Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penenmaan

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

an / atau modal yang merupakan kesatuan
pun yang tidak melakukan usaha yang

- [ lainnya, Badan
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
"U"':::Ealm”mk Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.

: - un. persekutuan, perkumpulan, yayasan
- Long, Koperas 68 P o eene

20 Badan adalah sekumpulan orang d
halk yang melakukan usaha mau

. ~ 1y Sipil
21 Penyidik Pegawal NegeH - tetentu di Lingkungan

| serta mengu mpulkan

nembuat terang tentang tindak pidana yang
Ul

' jabat
+ Indonesia atau Peja
i Negare Republ! ang khusus oleh Undang-

_ il terten
Pegawar Negen Sl P teg penydikan

Undang untuk BAB Il ...
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MAKSUD pay -
Pasal 2

: Pemungutan Retribusi Parkir di
&tentuan peraturan perundang-

mbenkan dasar hukum
(2) e di Tepr Jalan Umumb:;l;rpewaaﬂ dan pengawasan Retnbusi

rertib, lancar dan terkendal Pelaksanaannya dapat beralan dengan
perkan dasar hukuy .

() :.;6:[1)) N Ak Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
BAB

TEMPAT WAKTU DAN PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 3

kendaraan bermotor yang berhenti di Tempat Parkir dikenakan Retnbusi
parir.

Pasal 4

1) Waktu pengenaan retrnbus: parkir ditaksanakan mulai pukul 06.00 WIB
i sampai dengan pukul 21.00 WIB.

. . s di luar waktu
retribusi parkir di beberapa tempat tertentu di U<
4 &ﬂuwana gimaksud pada ayat (1), diatur lebin lanjut OIET

walikota.

1) Dengan nama o
| )setiaporang atau badan yans

(2) Objek Retribusi adalah

(3) Subjek Retribusi 20312
pelayanan tempat parki
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Pasal g
Parkuw cdi T
!\Reh"t‘lf" S Jalan Umum |
v ymum *Masuk golongan Retribusi Jasa

ringkat penggunaan parkir di tept jalan umum didasarkan pada jenis kendaraan

sebagH dasar untuk menentukan beban biaya yang harus dibayar dalam
Fa-.ggunaan j3sa parkir.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 8

Prinsip Anut dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalam umum
cﬁdas.arky::gp:d'in Kebﬂ-akanp;aetah dengan memperhatkan biaya penyediaan

BAB Vil
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

T
a Kereta Gandengan. I(ereta rupiah sekall parkir,
sebesar Rp 3.000.- (g3 nbu )

BAB IX ...
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(1) e ditakukan oleh Petugas Parkir di tempat parkir

2 pemunguian retnbusi harus dilakukan secara tunayk

(3) Setiap i bayaran retnbusi dibenkan bukt pembayaran berupa karcis
seb3g3 ol o 3N retnbusi dengan nilai nominal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.

4) Bentuk dan ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

: ibusi | Pasal 11 ayat (1)
| pungutan retnbusi sebagamana fflmakwd dalam F
QA -:l;l:'ltorfan ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penenmaan pada Dinas
Perhubungan.
dilakukan paling

! ditentukan
| yetor husi dilakukan setelah lewat waktu yang _
" JmJ‘r:‘as,et:l-:Ei‘;;bIlﬂ' pe:a dlr::k;e:g t;auia :l.slyat (2) , maka dikenakan sanksi administrasl
baumm;}nuanga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan.
pe‘gelolaa perpa | nakan ofeh F‘ihah Ketig:ta n
jporess 'hal d'n'taksudndalarn Pasal 10 ayal (2) penyetoran hasil pung
sebagaimana 0l |
retribusi diatur okeh vvalikota.

BAB Xl
PENYIDIKAN
pasal 13
ntah Daerah diben
kungan PEmMET < | ikan tindak
T lwm]d! ng xukan penwd!kaﬂ
(1) Pejabat Pegawa:! Negsfbsglz penyidik umgﬁtnakmsid dalam Undang-undang
wewenang khusus aim

el seD23g
pidana di bidang retnbv heraku.
Hukum Acara Pidana yans
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Penywdik «

| . wewenang Sebaga
Vv
n‘"ﬂ enma, WIHL

a naan denq: UMD
beke *NQan tindak Dl dan meneld

aporan tersebut menad Ma h hhdang . " keterangan atau taporan

| o hwk“ﬂ dan F‘*'E "einbus, agar katorangan alauw

menel.mencan dan me B

qum ,
gtau  badan  hukum teq PUkan kee

bungan dex b angan : badh
ang . mengenm orang pnba
sehubungan dengan tindak kebenaran

dan: Perbuntan yang dilakukan
N A bidang retnbus |

Mang tihmi-lk's.mi +
Pada aym (1) adalah

melakukan penggeledahan Rtk
© menda : bukuan,
pencatatan dan dokumen-dikumen patkan bahan bukti pembt

nyiaan
terhadap bahan bukh tersebyt lain, serta melakukan peny

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penydikan
tndak pidana di bidang rertnbus:.

g menyuruh erhent melarang seseorang meninggalkan ruangan alau
tempat pada saat pemenksaan sedang berangsung dan memenksa
\dentitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e,

h. memotret seseorang yang berkartan dengan tndak pidana retnbust,

i memanggi orang untuk didengar kelerangannya dan dipenksa sebagal
. tersangka atau saksi,

1 menghentikan penywdikan.

‘ tindak
mela | | u untuk kelancaran penyidikan
* - h;?akﬂ]d;':; Yarrgl’lm menurut  hukum  yang dapat
dana
diwanggungpwﬂbkan _

ksud pada ayat (1) membentahukan dimulainya
mad

(3) Penyidik sebagaimana d kepada Penuntut Umum,

T _ _Undang Hukum Acara
penyidikan tuan yang diatur dalam Undang
sesua| dengan keten
Pidana yang berlaku.
BAB Xil
pasal 14

BAB XlIl...
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Pasal 1g

Pasal 17
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

etiap orang mengetzhuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
paerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2007

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

\EMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
'AHUN 2007 NOMOR 10
i C No. 1 9
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penetapan Peraturan Pemen

ntah
ahun 2005 tentang Perubahan Amsfjermr;?am’ Undang-Undang Nomor 3
entang Pemenntahan  Daergp
tiayaan pembangunan d;

dituntut untuk menggall sumber . |
parkir di Tept Jalan Umum Pendapatan daerah, antara lain Retnbusi

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I
Magdaﬂg Nomor 7 T_Elhun 1398 tentang Retnibusi Parkir di Tept Jalan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomof
13 Tahun 2002 sudah tdak sesuai lag dengan perkembangan Kota
Mageiang tefrulama mengenai tanp retnbusinyga yang kurang memadai
sehingga periu diadakan pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah

Bahwa untuk memungut Retnbusi sebagaimana dimaksud diatas,
maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retnbus: Parkir di
Tepi Jalan Umum.

i. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 - Pasal ini memuat pengertian istilah yang
dipergunakan dalam Peraturan Daerah nL.
Dengan adanya pengerhian istilah tersebut
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah
tafsir dan salah pengertian dalam memahami
dan melaksanakan pasal - pasal yang
bersangkutan sehingga baik warga masyarakat
maupun aparatur dalam menjalankan hak dan
kewajiban dapat benalan lancar sehingga
tercapai tertib administrasi pemungutan retnbusi

daerah.
Pasal 2 . Cukup jelas.
Pasal 3 . Cukup I_Elas'
Pasal 4 - Cukup jelas.

Pasal 5 ...

10
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C""‘“Dielas
paﬁﬂlﬁ Cukup ielag
| 7 Y
pasd ang d'fﬂakql
Sud d
E‘;::a Setap kEﬁgz:;Enm kendaraan adalah
Mya hanya 9N yang parkir pada
Untuk melelﬂkkal-:ein €rlukan ukuran luas efektif
bebas dan lehg, bemaraaﬂ, lermasuk ruang
kendarag may ukaan pinty. sedang berat
mEmp-engamhl pun ha“é]ﬂ kendaraan udak
aan pa rki:uang Parkir, maka tingkat
kendaraan Cukup berdasarkan tiap jenis
pasal 8 - Cukup jelas.
353| 9 huruf a - Y3 i
P kern‘gar:rmasuk dalam kategori ini adalah
- . an dengan, pPanjang diatas 9 M
kf::g 'lemmasuk dalam kategori ini  adalah
3 M araan dengan panjang antara 6,5 M s/d
huruf Yang termasuk dalam kategori ini adalah
Kendaraan dengan panjang sampai dengan
65M.
pasal 10 Ayat (1) : Dalam hal pengelolaan parkir dilaksanakan nkf:h_
Pemerintah Daerah, maka dalam hal ini
pengelolanya adalah Dinas Perhubungan dan
semua penerimaan retribusi disetorkan ke Kas
Daerah
pasal 10 Ayat (2) : Dalam hal kerja sama dengan pihak ketiga

harus dilakukan dengan sangat selektif dengan
mempertimbangkan profesionalisme dan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11 - Cukup jelas.
Pasal 12 Ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (2) - Cukup jeias. -

ibusi tidak disetorkan sesuai jangrd
R 18 h ditentukan, dikenakan ;-xanksn
denda administrasi 2 % sebulan dari jumiah
retribusi yand tidar disetorkan

Pasal 12 Ayat (3)

Pasal 12 Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 13 . Cukup jelas

e
Pasal 14 - Cukup jela

11
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